MENGAWAL KONSTITUSI & MARWAH GOLKAR
Garda Terdepan Penyelesaian Konflik

Perjuangan berpolitik bukan seperti berjalan di lorong yang gelap, tidak tahu arah yang
dituju. Bagi Nurdin Halid, partai politik bukanlah tujuan tetapi sebagai alat untuk
memperjuangkan kepentingan orang banyak. Kekuasaan politik berasal dari rakyat
dan harus dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu, posisi struktural dalam
Partai Golkar bukan tujuan akhir perjuangan politik Nurdin Halid.

Per]’uangan berpolitik harus dilandasi oleh visi

dan tujuan yang jelas. ada tahun 1988, Nurdin Halid
terjun ke dunia politik dengan sebuah kesadaran
akan hakikat politik, yaitu merebut kekuasaan
untuk bisa mem-peroleh otoritas memerintah dan
mengelola semua sumber daya bagi kepentingan
orang banyak. Bukan sekadar “politics is who gets
what, when, and how” (siapa dapat apa, kapan, dan
bagaimana) dari ahli politik Harold Dwight Laswell
yang sangat populer sampai hari ini.

Mengikuti pandangan filsuf Yunani Aristoteles
dan Plato, Nurdin Halid berpandangan bahwa “siapa
mendapat apa, kapan dan bagaimana” untuk suatu
pemerintahan negara berisi pilihan-pilihan men-
ciptakan kebajikan, yaitu order, stability, justice, dan
peace. “Kekuasaan politik harus berujung pada
keadilan dan kesejahteraan orang banyak. Tanpa itu,
politik tak bermakna apa-apa,” ujar Nurdin Halid.

DITEMPA LEWAT OS$Is DAN PRAMUKA
HINGGA SENAT MAHASISWA

Sejak masih duduk di bangku sekolah Sekolah
Dasar, Nurdin Halid sudah memperlihatkan bakat
memimpin dan berorganisasi. Semua kegiatan
ekstrakurikuler di sekolah dilahapnya, seperti ber-
main drama, berdeklamasi, pramuka, paskibra, dan
olahraga. Ia sering tampil di depan umum sebagai
ketua kelas, ketua tim tarian, dan kapten tim olah
raga. Pengalaman dan pelatihan-pelatihan seperti
ini membuat Nurdin Halid memiliki catatan penga-
laman dan garis hidup yang berbeda dengan adik-
adiknya.

Meskipun Nurdin Halid dan adik-adiknya men-
dapat ajaran hidup, pendidikan disiplin, tanggung
jawab, dan pelajaran agama sama dalam keluarga,
namun Nurdin Halid tidak menjadikan ajaran itu
sesuatu yang beku dan mati. “Dari didikan dan
ajaran keluarga, saya kembangkan melalui orga-
nisasi,” jelas Nurdin Halid. Dalam beberapa hal, itu
pula pergulatan dan impian dari Nurdin Halid sejak
kecil. Nurdin Halid merasa bertanggung jawab atas
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perubahan nasib adik-adiknya dan rekan-rekan
kuliahnya ke arah kondisi kehidupan yang lebih
baik.

Untuk pengembangan dirinya, Nurdin Halid
banyak terlibat dalam berbagai kegiatan baik di
dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kesibukan
Nurdin di SD, SMEP, dan SMEA di Watampone
berlanjut ketika mengenyam bangku kuliah di
Jurusan Ekonomi Perusahaan di IKIP Makassar
(sekarang Universitas Negeri Makassar). Di
kampusnya, Nurdin Halid duduk di jajaran
Pengurus Senat Mahasiswa, organisasi Olahraga,
Kesenian (intra kampus).

Demi mengasah otak sekaligus menggapai pres-
tasi di bangku kuliah, Nurdin, membentuk Kelom-
pok Studi AMNAS (singkatan dari nama lima ang-
gota Kelompok Studi: Abdul Madjid, Nurdin, Aswar,
dan Syukur). Nurdin Halid mengajak keempat
rekannya itu agar bisa belajar secara lebih men-
dalam dan efisien. “Bahan kuliah kami bedah dan
kami diskusikan sehingga menguasai secara baik
materi kualiah,” kata Nurdin.

Dorongan untuk mengubah status quo dilakukan
oleh Nurdin Halid melalui berbagai diskusi dan
debat, baik dalam kegiatan intra maupun ekstra
kampus. Kemampuan berdiskusi dan berdebat
melalui Kelompok Studi diperkaya dengan
kemampuan berorganisasi saat Nurdin Halid
bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI). Naluri politik Nurdin Halid semakin
tertempa ketika terlibat aktif dalam beberapa



organisasi kepemudaan, bahkan menjadi pengurus,
mulai dari daerah hingga pusat.

MENGASAH DIRI DALAM
BERBAGAI ORGANISASI

Tidak berhenti di HMI, Nurdin Halid terus
menempa kemampuan dengan masuk dan aktif
dalam sejumlah organisasi kepemudaan. Organisasi
kepemudaan yang dimasuki juga merupakan
organisasi terkemuka skala nasional seperti Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan
Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Pemuda
Panca Marga (PPM), dan Angkatan Muda Partai
Golkar (AMPG). Dalam dunia perpolitikan
Indonesia, organisasi-organisasi kepemudaan ini
merupakan kantong kader politik yang kemudian
masuk ke partai politik.

Sembari mengelola bisnis, dan menjadi penyuluh
koperasi (KUD), Nurdin Halid mengawali karir
politiknya dengan menjadi pengurus KNPI Tingkat I
Sulsel (1983-1985), lalu terpilih menjadi Ketua DPD
KNPI Sulsel (1994-1997). Setelah tahun 1987,
Nurdin Halid meninggalkan KNPI dan berkon-
sentrasi di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
(AMPI) Sulawesi Selatan. Nurdin mengawali ka-
rirnya di organisasi pemuda “anak kandung” Golkar
ini sebagai Satgas (Satuan Tugas), lalu pada tahun
1985 aktif sebagai pengurus AMPI. Memasuki
periode ketiga pada tahun 1994, Nurdin Halid
terpilih sebagai Ketua AMPI Sulawesi Selatan untuk
periode 1994-1999.

sedang berbicara dengan dengan Mbak Tutut,
putri tertua Presiden RI ke-2, Soeharto.

MENDOBRAK POLITIK HEGEMONI
500 Juta untuk Gankemah

Awal Kkarir politik Nurdin Halid dihadapkan
pada tantangan begitu kentalnya tradisi politik
hegemoni dan eksklusivitas. Perjalanan politik
Nurdin Halid pun menggambarkan sebuah perju-
angan untuk melawan hegemoni angkuhnya sebuah
paham paternalistik yang menurut Nurdin harus
didobrak untuk memecahkan sandungan besar
kemandegan nilai-nilai sebuah peradaban.
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Nurdin Halid mengaku sangat sadar melakukan
pertarungan yang banyak kalangan menilainya
fenomenal dan cenderung kontroversial. Hal itu
dimaklumi mengingat Golkar Sulawesi Selatan di
masa Orde Baru, dengan mekanisme tiga jalur
"ABG” (ABRI, Birokrasi dan Golkar bersama kino-
kinonya) masih menjadi hegemoni kelompok
tertentu yang cenderung sangat eksklusif. Selama
ini, kepemimpinan politik di tingkat Sulsel maupun
nasional didominasi oleh anak pejabat dan anak
tentara.

Semangat mendobrak hegemoni dan keang-
kuhan sebuah ekslusivisme memotivasi Nurdin
Halid dalam pertaruhan meraih kepemimpinan
AMPI Sulsel tahun 1994. Bagi Nurdin, AMPI
memiliki nilai strategis sebagai agen untuk
mewujudkan cita-citanya berkiprah di dunia politik.
Dan, Nurdin Halid berhasil memenangkan per-
tarungan melalui Musda yang demokratis.

Inilah tonggak awal kemenangan Nurdin Halid
dalam mendobrak hegemoni dan eksklusivitas
politik Golkar di Sulsel maupun kelak di tingkat
nasional. Warisan nilai utama dari kemenangan ini
ialah terbukanya pintu bagi orang dari kalangan
biasa untuk masuk dalam jaringan elit politik Sulsel
sebagai jalan menuju pentas politik nasional.

Ketika menjadi Ketua AMPI Sulawesi Selatan,
Nurdin Halid mencanangkan sebuah gagasan
pengentasan kemiskinan yang diberi nama
Gankemah  (Gerakan Pembaruan Kelompok
Ekonomi Lemah). Untuk menggerakkan program
ter-sebut di seluruh pelosok Sulawesi Selatan,
Nurdin mengeluarkan dana pribadi sebesar 500 juta
rupiah.

Nurdin Halid bersama rekan-rekanny;; ‘di AMI;I Sulsel yang
sukses menjalankan Program Gankemah.

Dengan dana itu, pada Oktober 1995, AMPI
Sulawesi Selatan masuk ke pelosok-pelosok desa
tertinggal, mengumpulkan para pemuda potensial
setempat untuk merintis dan membangun
kelompok-kelompok usaha. Setiap kelompok usaha
mendapat modal usaha dari AMPI Sulawesi Selatan
sebesar Rp5 juta. Para pemuda yang tergabung
dalam kelompok usaha itu bergerak dalam berbagai



jenis usaha, mulai dari pertukangan kayu, pem-
buatan gula merah, peternakan ayam, penangkapan
ikan sampai pembuatan kue-kue.

Program kerja Nurdin Halid di AMPI Sulawesi
Selatan pun mampu menciptakan lapangan peker-
jaan bagi para pemuda di desa-desa tertinggal. Di
luar perkiraan banyak orang, Nurdin juga telah
menyiapkan pemasaran bagi produk-produk yang
dihasilkan oleh kelompok-kelompok usaha pemuda
tersebut.

MERAIH KURSI DPR RI
Kibarkan ‘Bendera’ Koperasi

Seperti halnya di koperasi dan sepakbola, karir
Nurdin Halid di Partai Golkar merangkak dari
tangga terbawah. Pada tahun 1988, Nurdin Halid
masuk dalam struktur kepengurusan DPD Golkar
Sulawesi Selatan. Kesuksesan Nurdin Halid
membangun citra positif AMPI plus popularitasnya
bersama Puskud Hasanuddin dan PSM Makassar,
memperlancar akselerasi karirnya di Golkar.

DPD Golkar Sulawesi Selatan maupun DPP
Golkar di Jakarta mengandalkan sosok Nurdin Halid
sebagai salah satu kader potensial untuk meraup
suara Golkar dalam Pemilu 1997. Nama Nurdin
Halid yang bukan bukan nomor jadi dalam DCS
(Daftar Calon Sementara) calon legislatif untuk

Caleg DPR RI dari Golkar Sulsel pun berubah
menjadi nomor jadi. Nurdin akhirnya memang
terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1997-2002.

Nurdin Halid memberikan keterangan kepada juru warta
saat menjadi anggota DPR/MPR di Senayan.

Bagi Nurdin, motivasi duduk sebagai wakil
rakyat bukan sekedar aktualisasi dari dorongan
berpolitik, tetapi lebih jauh dari itu untuk
mendorong dan mempromosikan gagasan dan
aspirasi pengembangan ekonomi kerakyatan,
termasuk koperasi. Untuk itu, sejak awal Nurdin
memilih duduk di Komisi V DPR RI yang
membidangi ekonomi. Mengenai visi perubahan
melalui ekonomi kerakyatan itu, Nurdin Halid
pernah berseloroh: “Saya bukan politisi, tapi praktisi
koperasi.”

Dalam realita politik, Nurdin Halid melihat
seorang politisi cenderung mengedepankan
kepentingan dan posisinya secara struktural.
Sedangkan praktisi hanya berkepentingan dengan
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berjalannya  program-program partai untuk
menghasilkan perubahan menuju Kkesejahteraan
rakyat yang berkeadilan dan bermartabat. ]adi,
motivasi utama Nurdin Halid aktif di Golkar dan
DPR RI ialah memperjuangkan program-program
yang jelas, terarah, dan akuntabel untuk penguatan
ekonomi rakyat melalui koperasi.

Bagi Nurdin Halid, pengertian “kerakyatan”
dalam program ekonomi kerakyatan memberi
prioritas warga, masyarakat pedesaan dan kam-
pung, mereka yang dilemahkan secara struktural.
Upaya memperbaiki ekonomi rakyat selama ini
hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan. Aki-
batnya, yang mengemuka hanya berupa retorika
politik. Kenyataan sosial, ekonomi, hukum, politik,
dan lingkungan kehidupan rakyat tidak berubah.

Sebagai orang yang paham pahit getirnya
mengembangkan koperasi, Nurdin Halid merasa
harus berbuat untuk mengubah sistem ekonomi
Nasional NKRI agar benar-benar berpihak pada
wadah ekonomi kerakyatan itu. “Agar efektif, upaya
mengubah sistem harus dilakukan dari dalam. Itulah
sebabnya, saya masuk politik. Dan Partai Golkar bisa
dijadikan kendaraan untuk melakukan upaya itu,”
ujar Nurdin Halid.

Nurdin Halid, sebagai anggota DPR sedang mengikuti rapat
Komisi V di Gedung DPR, Senayan.

Program perubahan nasib rakyat adalah kalimat
kunci dari perjuangan politik Nurdin Halid. Di mata
Nurdin, Partai Golkar adalah alat untuk mengubah
nasib rakyat banyak. Ketika menjabat anggota DPR
RI itulah, Nurdin Halid sukses meyakinkan rekan-
rekannya di Komisi V, pemerintahan Presiden BJ
Habibie serta pemerintahan Megawati
Soekarnoputri agar memberikan peran kepada
koperasi untuk menyalurkan kebutuhan pokok
rakyat seperti minyak goreng, gula, dan beras.

Soal kemungkinan pindah partai, Nurdin Halid
menyampaikan sinyal: “Saya bukan tipikal kutu
loncat. Tapi yang lebih penting lagi, saya masih
melihat Golkar menunjukkan keberpihakannya pada
ekonomi rakyat. Tapi, kalau keberpihakan Golkar
pada ekonomi kerakyatan meluntur, saya tak
sungkan-sungkan untuk keluar dari Golkar.”



MENANGKAN KONVENSI GOLKAR
Usung Wiranto di Pilpres 2004

Golkar memulai tradisi baru dalam Pilpres, yaitu
penjaringan calon melalui mekanisme konvensi
menjelang Pilpres 2004. Dalam sejarah politik di
Indonesia inilah pertama kali partai menjaring
Capres melalui konvensi dan Golkar adalah
pionirnya. Dalam Pilpres 2004, Nurdin Halid lagi-
lagi muncul untuk merubah tradisi dalam berpolitik.
Ia tidak mendukung Ketua Umum Golkar saat itu,
Akbar Tanjung, senior Nurdin Halid di HMI.

Sebaliknya, Nurdin Halid dan beberapa teman
justru mengajak Wiranto untuk ikut bersaing dalam
arena Konvensi. Begini alasan Nurdin Halid: “Saya
dengar dari lingkaran dalam elit Golkar saat itu, Pak
Akbar gelar Konvensi untuk mencari capres. Pak
Akbar hanya mau maju sebagai cawapres karena
merasa bukan orang Jawa. Saya tentu saja gelisah
karena posisi Partai Golkar saat itu pemenang
Pemilu. Itu sebabnya, saya mengajak beberapa
teman menemui Pak Wiranto agar mau ikut dalam
Konvensi.”

Kali ini, Nurdin Halid kembali mendobrak tradisi
lama yang ‘wajib’ mendukung kader internal partai.
Demi ‘marwah’ Partai Golkar sebagai pemenang
Pemilu, Nurdin memilih mendukung Wiranto, yang
walaupun masuk kategori kader Golkar, namun
belum pernah duduk dalam struktur partai, apalagi
memimpin Partai Golkar. Sikap politik Nurdin tentu
saja kontroversial dan berisiko terhadap kiprahnya
di Partai Golkar.

Dalam konvensi yang berlangsung demokratis,
Wiranto tampil sebgai pemenang menyingkirkan
sederet nama besar, yaitu Akbar Tanjung, Aburizal
Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto. Sebagai
pemenang Konvensi, Wiranto berhak mendapat
‘tiket’ sebagai calon presiden yang diusung Partai
Golkar dan berpasangan dengan Solahudin Wahid,
adik Gus Dur.

o A =

Nurdin Halid bérsama Aburizal Bakrie.

BADAI TAHUN POLITIK 2004
Dihantam Palu MA 2007

Lorong-lorong perjuangan Nurdin Halid di
tingkat nasional sungguh berliku. Saat baru

memulai karirnya di Ibu Kota sebagai anggota DPR
RI, ia sudah ‘dihajar’ kasus dana Simpanan Wajib
Khusus Petani (SWKP) Cengkeh pada tahun 1999.
Berbagai gerakan berupa surat selebaran dan
pemberitaan pers, baik lokal di Makassar maupun
nasional, terus menyerang Puskud Hasanuddin. Hal
itu menggiring Nurdin Halid ke tahanan pada 16 Juli
2004, meski setahun kemudian ia dinyatakan tidak
bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Masuk tahun politik menjelang Pileg dan Pilpres
2004, Nurdin Halid tiba-tiba saja ditimpa hukum
lagi. Kali ini, terjangan badai ‘serangan lawan’
benar-benar meluluh-lantahkan sepak terjang dan
karir Nurdin Halid di koperasi (Dekopin), sepakbola
(PSSI), dan politik (Pengurus Partai Golkar dan
anggota DPR RI). Dimulai dengan kasus distribusi
minyak goreng era Presiden B] Habibie, langkah
Nurdin dihadang kasus impor gula, lalu ditimpa lagi
masalah beras impor.

Penahanan dan proses hukum yang panjang dan
melelahkan berbuntut. Posisi Nurdin Halid di
Dekopin dan PSSI digoyang. Dalam tubuh Dekopin
pun terjadi dualisme kepengurusan. Menariknya,
posisi Nurdin di kursi ketua umum PSSI tak goyah.
Sebab, Komite Eksekutif dan anggota PSSI pemilik
suara kompak percaya dengan kemampuan dan
komitmen Nurdin memajukan sepakbola nasional.
Mereka juga yakin bahwa kasus yang menimpa sang
ketua umum kental dengan persaingan bisnis Inkud
versus pengusaha dan bernuansa politik.

Nurdin Halid bebas pada Agustus 2006 dan
kembali memimpin PSSI secara langsung.
Popularitas Nurdin kembali melambung berkat
keberhasilan menggelar putaran final Piala Asia
Juni-Juli 2007 dan permainan hebat Tim Garuda
dalam ajang paling bergengsi di Asia itu. Namun,
badai kembali menghantam. Lagi-lagi, nuansa
politiknya sangat tinggi. Betapa tidak, kasasi MA
atas kasus minyak goreng yang sudah mengendap 2
tahun 3 bulan justru dijatuhkan setelah Nurdin
Halid dilantik menjadi anggota DPR RI melalui
mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Nurdin
Halid kembali masuk jeruji besi.

Posisi anggota DPR lepas, kursi ketua umum
PSSI pun kembali digoyang. Demonstrasi dan
penghakiman media datang bertubi-tubi, namun
anggota pemilik suara PSSI tetap saja mendukung
penuh kepemimpinan Nurdin hingga ia bebas pada
akhir tahun 2008. Setelah kembali mengendalikan
PSSI secara langsung, Nurdin justru melakukan
terobosan bersejarah, yaitu mencalonkan Indonesia
sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Hukuman
politik ternyata tak mematikan langkah Nurdin
mengibarkan Merah Putih di percaturan sepakbola
dunia. Sesuatu yang justru membuat lawan-
lawannya berjuang keras menggagalkan Nurdin
dalam Kongres PSSI 2011.



USUNG JUSUF KALLA-WIRANTO
Dapat Kepercayaan dari ARB

Dalam Pilpres 2009, Nurdin Halid lagi-lagi
mengusung Wiranto. Namun kali ini bukan sebagai
capres, melainkan cawapres. Dia mendampingi
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Di Pilpres
2009, Wiranto datang sebagai Ketua Umum Partai
Hanura, yang dia dirikan pada 2006.

Terpaan beberapa kasus hukum dan kegagalan
Wiranto pada Pilpres 2004 dan Jusuf Kalla pada
Pilpres 2009 tidak membuat Nurdin Halid patah
arang. Meski kasus hukumnya ditengarai adanya
upaya internal Golkar untuk melemahkan posisinya
di partai berlambang beringin ini, ia sama sekali
tidak meninggalkan Golkar.

Nurdin Halid dan M Jusuf Kalla sedang berbincang-bincang
santai saat Ulang Tahun Kalla Group, pada November 2017
di Makassar.

Karir Nurdin Halid di Golkar justru semakin
menanjak tatkala sukses mengantar Aburizal Bakrie
(ARB) menduduki kursi ketua umum Partai Golkar
meng-gantikan Jusuf Kalla dalam Munas di Riau, 4-7
Oktober 2009. Nurdin mendukung ARB dalam
Munas karena sejalan dengan mimpinya men-
jadikan Golkar sebagai The Party of Ideas. Bagi
Nurdin Halid, bersama ARB dirinya mampu
mengembangkan ‘wajah baru’ Golkar dengan model
kepemimpinan visioner (visionary leadership)
menuju Golkar yang modern dan kuat.

Visi kuat, kematangan, dan komitmen yang
diperlihatkan Nurdin sebelum dan selama Munas
Riau membuat ARB memberinya kepercayaan
istimewa dengan menunjuknya sebagai Wakil Ketua
Umum Bidang Khusus Partai Golkar. Namun Nurdin
menolak jabatan istimewa itu dan memilih tugas
partai dengan target yang nyata dan terukur. ARB
kemudian menunjuknya sebagai Ketua DPP Golkar
Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi.

Sejak September 2014, Nurdin Halid dipercaya
menjadi Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Partai
Golkar. Justru dalam posisi ini, Nurdin Halid
diserahi tanggung jawab yang lebih besar, yaitu
menjaga keutuhan dan soliditas Golkar. Ini tentu
bukan pekerjaan yang mudah, karena jabatan
tersebut dipercayakan ketika geliat konflik dalam
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tubuh Golkar sudah mulai muncul. Bagi Nurdin
Halid, penunjukan ini sebagai bentuk pengakuan
akan kapasitasnya dalam mengelola organisasi,
termasuk dalam mengelola konflik organisasi yang
sedang melanda Golkar.

JADI MOTOR PENGENDALI
KONFLIK PANJANG GOLKAR

Konflik Partai Golkar muncul sebagai imbas dari
pertarungan Pilpres tahun 2014. Golkar pada
awalnya sudah menetapkan Ketua Umum Golkar
saat itu, Aburizal Bakrie sebagai calon Presiden.
Namun, dalam perjalanannya muncul suara untuk
mengevaluasi  pencalonan tersebut terutama
menjelang Rapimnas V pada 17-18 Mei 2013. Dalam
Rapimnas ini, Nurdin Halid dipercaya menjadi
Ketua Steering Commettee (SC).

Sebagai Ketua Panitia Pengarah, Nurdin Halid
memiliki peran strategis dalam menentukan arah
Rapimnas, menentukan materi-materi yang dibahas,
serta mengelola dan mengendalikan jalannya persi-
dangan agar mencapai tujuannya. Keber-hasilan
Rapimnas dalam menghasilkan  keputusan-

keputusan strategis berada di pundaknya.
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Nurdin Halid bersama Aburizal Bakrie dan A
saat pelaksanaan Munas Bali 2015.

Pada awal November 2014, Rapat Pleno DPP
Golkar memutuskan Munas digelar Januari 2015
dan Rapimnas 17-19 November di Yogyakarta. Lagi-
lagi Rapat Pleno menunjuk Nurdin Halid sebagai
Ketua Steering Committee. Pada situasi perpecahan
seperti ini, Nurdin Halid memilih mendukung
kepengurusan ARB yang sah secara konstitusional
partai. Sebagai pengendali Rapimnas dan Munas,
prinsip Nurdin cuma satu: konflik harus
diselesaikan secara demokratis dan konstitusional.

Suasana memanas ketika Agung Laksono (AL)
dan  kawan-kawan  membentuk  Presidium
Penyelamat Partai. Dan, terpilihnya ARB secara
aklamasi dalam Munas tersebut, justru membuat
suasana semakin keruh. Apalagi Munas memecat
kader-kader yang duduk di Presidium yang telah
melanggar AD/ART Partai. Kubu Agung Laksono
menolak hasil Munas Bali karena dituding



direkayasa, antara lain Nurdin Halid sebagai Ketua
SC dituding tidak netral.

Terhadap tudingan tersebut, Nurdin Halid
membantah begini: “Walaupun saya Ketua SC,
namun sebagai kader Golkar saya punya hak pilihan
politik. Soal aklamasi, itu sesuai Tata Tertib Munas
(Pasal 12 ART) yang disepakati seluruh pemegang
hak suara bahwa pemilihan terbuka dan seorang
calon ketum harus mengantongi 30% suara. Namun
hanya ARB yang mampu memenuhi ketentuan 30%
hak suara, sehingga ia terpilih secara aklamasi.
Itulah musya-warah mufakat. Itulah demokrasi.”

Sampai pada titik ini, Nurdin Halid menilai
konflik internal Golkar sudah selesai. Lagi-lagi ia
perpedoman pada  Kkonstitusi. Munas Bali
diselenggarakan oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal yang sah hasil Munas Riau. Secara
konstitusional, Munas Bali sah sehingga kepengu-
rusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Bali.

Menolak Munas Bali, Tim Penyelamat Partai
Golkar kemudian menggelar Munas Ancol, 6-8
Desember 2014, yang antara lain menetapkan
Agung Laksono sebagai ketua umum. Menkumham
Yasonna Laoly pun menolak kepengurusan yang
didaftarkan kubu ARB maupun kubu AL, serta
mengakui kepengurusan sebelum konflik, yaitu
kepengurusan hasil Musyawarah Nasional VIII
Golkar di Pekanbaru, Riau, Oktober 2009.

Nurdin Halid bersama dengan jajaran pimpinan Partai
Golkar berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo saat
Rapimnas 2016 di Jakarta.

SUKSES JADI NEGOSIATOR
Pilih Munaslub Rekonsiliasi

Kedua kubu pun saling menggugat baik di
Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata
Usaha Negara demi mendapat pengakuan dari
Kementerian Hukum dan HAM. Kubu Munas Bali
menganggap upaya hukum sudah selesai setelah
keluar keputusan kasasi MA. Melihat track-
recordnya, kubu ARB menunjuk Nurdin Halid
sebagai negosiator untuk mengakhiri konflik.

Langkah pertama ialah memastikan bahwa
proses hukum sudah final pasca keluarnya putusan
kasasi MA. Bagi Nurdin Halid, proses penyelesaian
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secara hukum memang harus dilakukan sebagai
wujud dari pengakuan bahwa Indonesia merupakan
negara hukum.

Langkah kedua, Nurdin Halid melihat peluang
jalan yang lain untuk mengakhiri konflik secara
bermartabat, yaitu melakukan musyawarah. Nurdin
Halid ingin membangun Golkar ke depan di atas
dasar yang kokoh. “Dasar yang kokoh ini akan
tercipta kalau proses penyelesaian konflik ini
dilakukan dalam platform ‘menang-menang’ atau
win-win solution. Karena itu, proses hukum di PN
dan PTUN berjalan terus beriringan dengan proses
rekonsiliasi,” Nurdin menandaskan.

Untuk target jangka pendek, kerja keras Nurdin
Halid sebagai wutusan kubu ARB, berhasil
menjembatani berbagai kepentingan dan tuntutan
kedua kubu sehingga Partai Golkar terselamatkan
bisa mengusung calon dalam kontestasi Pilkada
serentak tahun 2015. Untuk jangka panjang, kendati
tetap mengakui Munas Bali sudah sah secara
konstitusional, Nurdin menawarkan jalan mengatasi
konflik dengan islah permanen melalui Munaslub.

Lagi-lagi, berkat kepiawaiannya sebagai
negosiator, Nurdin berhasil mendorong Munaslub
rekonsiliasi ini dengan pendekatan kolaborasi.
Wujudnya, DPP Munas Bali mengikutsertakan DPP
Munas Ancol dalam Rapimnas rekonsiliasi pada 23
Januari 2016 di Jakarta dengan agenda pokok
membahas Munaslub rekonsiliasi. Peran kunci

Nurdin Halid dalam proses ini berbuah kepercayaan
dari kedua kubu yang menunjuknya sebagai Ketua
Panitia Penyelenggara Rapimnas. Rapimnas dihadiri
antara lain ketua umum partai politik, tokoh senior
Golkar BJ] Habibie, Menkumham Yasonna Laoly, dan
Menkopolhukam Luhur Binsar Panjaitan.

U.:.L, g

e RAPIMNAS PARTAI GOLKAR

Nurdm Halid selaku Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas
sedang memberikan sambutan.

PIMPIN MUNASLUB REKONSILIASI
Diangkat jadi Ketua Harian

Dalam Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar
pada 7 April 2016, ditetapkan Munaslub rekonsiliasi
digelar di Bali pada 23 Mei 2016. Dalam rapat Pleno
itu, Nurdin Halid kembali mendapat mandat
‘istimewa’ sebagai ketua panitia pengarah (steering



committee) Munaslub rekonsiliasi, sedangkan Theo
Sambuaga sebagai ketua penyelenggara.

Bagi Nurdin Halid, dalam Munaslub berbagai
persoalan akan dibahas bersama sehingga hasilnya
juga merupakan kesepakatan bersama. Karena itu,
penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan tingkat
elit pusat saja, tetapi juga harus melibatkan para
kader daerah.

“Munaslub ini harus ditempatkan sebagai wadah
bersama semua pihak untuk menyelesaikan masalah
secara bersama. Bahkan, Golkar bukan hanya milik
pengurus, tetapi adalah milik masyarakat. Di sinilah
moto ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ dimaknai secara
sunguh-sungguh. Proses penyelesaian konflik Golkar
bukan hanya untuk kepentingan pengurus, tetapi
harus memperhatikan kepentingan masyarakat,
seiring dengan denyut nadi kehidupan masyarakat,”
begitu prinsip Nurdin.

Munaslub rekonsiliasi akhirnya dilaksanakan di
Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), 14-17
Mei 2016. Berkat kerja keras Nurdin Halid sebagai
ketua panitia pengarah dan panita pelaksana,
Munaslub berjalan sukses.

Munaslub akhirnya resmi memilih Setya
Novanto sebagai nahkoda baru partai beringin dan
Idrus Marham sebagai Sekjen. Novanto kemudian
mengangkat Nurdin Halid sebagai Ketua Harian
Partai Golkar. Sebuah jabatan baru yang strategis
sebagai bentuk pengakuan atas kemam-puan,
pengalaman, dan peran sentral Nurdin Halid
sebagai motor yang ‘menyelamatkan’ Partai Golkar
dari konflik melelahkan.

Menteri Sosial, Idrus Marham sedang berdiskusi serius
dengan Nurdin Halid, Ketua Koordinator Bidang Pratama
Partai Golkar.

KEMBALI KE DOKTRIN KEKARYAAN
Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Di luar pemilihan ketua umum Setya Novanto,
ada dua keputusan strategis yang dihasilkan dalam
Munaslub rekonsiliasi di Bali. Pertama, Golkar
mendeklarasikan dukungan kepada kepemimpinan
Presiden Jokowi, yang berarti keluar dari Koalisi
Merah Putih (KMP). Kedua, Golkar menyatakan
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dukungan terhadap Joko Widodo sebagai calon
presiden RI pada Pilpres 2019.

Nurdin Halid merupakan salah satu tokoh kunci
di balik dua keputusan strategis yang mengejutkan
publik itu. Posisinya sebagai Ketua Panitia Pengarah
memiliki peran penting dalam perumusan berbagai
keputusan Munaslub. Menurut Nurdin, dua
keputusan strategis itu merupakan ‘jalan ideologi’
sesuai doktrin karya-kekaryaan Partai Golkar untuk
mewujudkan Visi Negara Kesejahteraan 2045. Di
sisi lain, secara sosio-historis, jatidiri Partai Golkar
karya-kekaryaan bermakna bekerja nyata bersama
pemerintah.

Dalam perspektif politik praktis jangka panjang,
keputusan mengusung Jokowi di Pilpres 2019
berdasarkan kalkulasi dan pertimbangan matang
bahwa untuk 5 tahun ke depan belum ada kader
Golkar yang mampu menyaingi popularitas dan
elektabilitas Jokowi.

“Nawacita Presiden Jokowi sejalan dengan Visi
Negara Kesejahteraan 2045 yang merupakan
turunan langsung dari ideologi Pancasila dan UUD
1945. Dan, Presiden Jokowi telah menunjukkan kerja-
kerja nyata dan efektif untuk mewujudkan

Nawacitanya,” ujar Nurdin Halid.
rs - -

Ketua DPD G

menyampaikan terima kasih kepada Syahrul Yasin Limpo
(SYL) yang mampu menjaga soliditas kader partai semasa
memimpin partai beringin Sulsel.

AMBIL-ALIH TONGKAT DARI SYL
Jadikan $ulsel ‘Lumbung’ Golkar

Pada akhir 2016 Nurdin Halid pulang kampung
mendapat tugas dari Partai Golkar. Ketua Umum
Partai Golkar, Setya Novanto memberi amanah
kepada Nurdin Halid untuk mengambil-alih
kepemimpinan Partai Golkar Sulsel mengingat masa
jabatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah berakhir.

Untuk mengembalikan kejayaan Golkar di Sulsel,
Nurdin menggerakkan program-program kerja yang
nyata dan menyentuh kehidupan rakyat seperti
Rumah Karya-Kekaryaan, Koperasi Karya di 312
kecamatan, Kemah Karya, Liga Desa, dan sarana
transportasi untuk melayani kebutuhan urgen
warga. Nurdin juga mendorong seluruh anggota
DPRD I Sulsel dan anggota DPRD Il dari fraksi Partai
Golkar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan
untuk memperjuangkan regulasi dan kebijakan



(politik anggaran) pemerintah daerah masing-
masing yang bermuara pada kepentingan rakyat.

Nurdin Halid hadir dalam acara Pembukaan Liga Desa
Beringin di Kabupaten Takalar, Sulsel akhir tahun 2016.

Rumah Pelayanan Karya Kekaryaan sebagai
pusat interaksi sosial dan politik sekaligus wadah
bagi Partai Golkar menyerap aspirasi rakyat.
Koperasi Karya fokus pada usaha simpan-pinjam
dan melayani kebutuhan pokok rakyat. Sementara,
Liga Desa menjadi wadah interaksi dan penguat
integrasi warga di 3041 desa, 312 kecamatan, dan
24 kabupaten/kota.

DORONG PERGANTIAN NOVANTO
Muluskan Langkah Airlangga

Pada bulan Oktober 2017, prahara kembali
menghantam partai Golkar. Ketua Umum, Setya
Novanto terjerat masalah hukum (masalah korupsi
KTP elektronik). Dampaknya bagi Partai Golkar
adalah menurunnya elektabilitas partai. Untuk
merespon situasi itu sekaligus memperbaiki citra
Partai Golkar, sebagai Ketua Harian, Nurdin Halid
mendorong pergantian Setya Novanto.

TAl GOLKAR

Presiden Joko Widodo menabuh gendang untuk membuka
secara resmi Munalub Partai Golkar, Desember 2017.

Bersama pimpinan DPP, Nurdin Halid menggelar
rapat pleno DPP untuk membahas pelaksanaan
munaslub. Dalam rapat pleno tersebut Airlangga
Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum yang baru.
Meskipun demikian, Munaslub tetap digelar 19-20
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Desember di Jakarta. Lagi-lagi, Nurdin Halid
didapuk sebagai Ketua Penyelenggara. Mengingat
ketua umum baru sudah terpilih, maka Munaslub
hanya untuk mengesahkan ketua umum terpilih
sekaligus konsolidasi organisasi.

JADI KETUA KORBID PRATAMA
Nurdin Bidik 15 Kursi DPR Rl

Posisi Ketua Harian Partai Golkar yang diduduki
Nurdin Halid dihapus dalam struktur kepengurusan
baru DPP periode 2018-2019. Meski dihapus,
Nurdin Halid masih mendapat kepercayaan dari
Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menduduki
jabatan strategis yang dibentuk khusus, yaitu
sebagai Ketua Koordinator Bidang Pratama.

Nurdin Halid berfoto bersama Ketua Umum Partai Golkar

sekaligus Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto

sembari mengekspresikan Salam Sulsel Baru.

Sebagai Ketua Koordinator Bidang Pratama,
tugas utama Nurdin adalah mengkoordinasikan
program-program Partai Golkar. Sekjen Partai
Golkar yang baru, Ludowijk Fredrik Paulus,
menjelaskan bahwa posisi baru dengan tugas
khusus itu diberikan kepada Nurdin Halid
berdasarkan kompetensi dan pengamalannya
selama ini. Tugas khusus itu juga diberikan agar
Nurdin Halid bisa fokus memenangkan pertarungan
dalam Pilgub Sulsel.

Penjelasan Ludowijk dibenarkan oleh Nurdin
Halid. “Saya memang yang meminta posisi itu
mengingat waktu saya akan banyak tersita di Pilgub
2018 ini,” kata Nurdin. Menariknya, Nurdin Halid
membawahi Ketua DPR Bambang Susetyo dan putri
Presiden RI ke-2, Siti Herdiyati Soeharto atau yang
dikenal dengan panggilan Titik Soeharto.



